
BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

L Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengkajian, penelitian ini menghasilkan 3 buah

kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang terdapat pada bagian

awal penelitian ini, yaitu:

1. Karakteristik utama kepemilikan pada paten serupa dengan

bentuk kepemilikan benda pada umumnya, sehingga esensi

kepemilikan pada benda pada umumnya sama dengan esensi

kepemilikan pada paten. Esensi kepemilikan adalah hak

individu untuk menikmati hak bebas dari gangguan orang lain.

Sekalipun demikan, kenikmatan dalam penggunaan hak milik

tidak berlaku mutlak. Dalam hal tertentu, hak pemilik dibatasi

oleh kepentingan masyarakat bila masyarakat benar-benar

membutuhkan objek yang berada dalam kekuasaan/hak

pemilik. Bahkan pemerintah dapat mengambil hak millk demi

kepentingan umum disertai pemberian gantí rugi kepada

pemilik. Oleh karena hak mìlik yang dibatasi oleh kepentingan

umum merupakan sifat hakìki dari kepemilikan, maka sifat ini

juga merupakan suatu asas hukum. Asas hukum ini bersifat

universal.

Hak pemegang paten merupakan hak milik. Sejak awal

masa perlindungan paten hingga pada masa berlakunya isi
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persetujuan TRlPs, perlindungan hukum kepada pemegang

paten yang terdapat pada sistem hukum paten tidak bersifat

mutlak. Ada pembatasan hak berupa pemberian perlindungan

kepada masyarakat. Oleh karena itu, konsep dan asas fungsi

sosial sebagai hal yang membatasi hak milik, ada pada sistem

hukum paten khususnya pada undang undang paten yang

berlaku saat ini, yaitu UU Paten 2001 .

Esensi sifai kepemilikan pada paten adalah kepemilikan

yang tidak mutlak, karena dibatasi oleh aspek kepentingan

masyarakat. Esensi seperti ini kemudian diformulasikan

sebagai asas fungsi sosial pada paten atau asas kepentingan

masyarakat pada paten. Oleh karena sifat benda dan sifat

kepemilikan pada paten tidak sama dengan kepemilikan pada

umumnya, maka substansi fungsi sosial pada kepemilikan

paten juga memiliki karakteristik yang khas.

Secara umum rumusan yang sekaligus memperlihatkan

substansi dari asas fungsi sosial pada paten, adalah:

Untuk mewujudkan keadilan bagi pemegang paten dan

masyarakat, pemegang paten harus dapat menikmati hak

kepemilikan atas benda sebagai buah dari kreativitas intelektual

yang dihasilkan, namun di sisi lain dibatasi jangan sampai hak

yang dimiliki melanggar kepentìngan masyarakat yang perlu

dilrndungr hukum, yang meliputÌ kepentingan sebelum paten

diberikan, berupa pembatasan jangan sampai terdapal
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penemuan yang bertentangan dengan kepentingan umum

dapat dimiliki pemegang paten, kepentingan selama paten

dilindungi, berupa pembatasan agar individu tidak

melaksanakan kewenangan dengan cara yang bertentangan

dengan hak masyarakat, dan kepentingan setelah masa

perlindungan paten berakhir, berupa pembatasan agar

informasi yang dimiliki dibuka (drsc/osure) sehingga berguna

bagi masyarakat banyak.

lsi UU Paten 2001 tidak lepas dari isi persetujuan TRIPs yang

merupakan hasil negosiasi dari rangkaian perundingan

multilateral berbagai negara dengan kepentingan beragam.

Kewajiban untuk membuat peraturan nasional dengan standar

yang telah ditentukan dari hasil negosiasi tersebut,

menimbulkan persoalan, apakah isi UU Paten 2OO1

memperhatikan kepentingan masyarakat atau sebaliknya,

bertentangan atau setidaknya kurang memperhatikan

kepentingan masyarakat lndonesia.

Dengan berpatokan pada substansi asas fungsi sosial yang

kiranya perlu menjadi patokan bagi sistem hukum paten di

lndonesia, diketahui beberapa pasal pada UU Paten 2001

memiliki potens¡ masalah terhadap aspek kepentingan

masyarakat.
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Beberapa pasal yang memiliki potensi bermasalah terhadap

kepentingan masyarakat, adalah:

Pasal 55 juncto Pasal 51 dan Pasal 7, berpotensi

mengakibatkan pemberian paten atas objek yang semestinya

tidak dapat dimiliki secara pribadi. Hal ini dapat terjadi karena

ada kalanya tidak mudah bagi pemegang paten untuk

menentukan apakah objek yang diajukan permohonan paten,

dapat dianugerahi paten atau t¡dak. objektifitas atas substansi

pemeriksaan paten tidak bersifat mutlak. Objektivitas semakin

pelik dalam menetapkan apakah invensi tertentu bertentangan

dengan moralitas dan kepentingan publik atau tidak.

Pemeriksa paten memiliki peran sentral dalam menentukan

apakah suatu invensi dapat diberi paten atau tidak. Pemeriksa

paten dapat meminta bantuan pemeriksa asing untuk

memeriksa aspek substansif objek yang dapat diberi

perlindungan paten, namun pembatasan hak pemeriksa paten

termasuk pemeriksa paten asing tidak diatur, dengan ditambah

isi Pasal 7 yang tidak membatasi produk farmasi dan jasat renik

yang tidak dapat dipatenkan, pematenan atas objek yang

berhubungan dengan kepentingan masyarakat potensial terjadi.

Pasal 16 juncto Pasal '17, Pasal 75 dan Pasal 96 berpotensi

mengakibatkan ketidak-1elasan sejauh apa kewajiban

pemegang paten dalam melaksanakan patennya di lndonesia,

ini berakrbat pada ketidak-jelasan apakah pemegang paten
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sudah termasuk dalam kategori melakukan perbuatan melawan

hukum (abuse of power) dalam pelaksanaan kewaiibannya atau

tidak. Selanjutnya pasal-pasal tersebut juga berpotensi

mengakibatkan sempitnya kesempatan untuk penerapan lisensi

wajib, suatu mekanisme hukum yang dibutuhkan oleh

masyarakat untuk menjamin ketersediaan produk paten akibat

pemegang paten tidak meiaksanakan kewajibannya.

Pasal 71 berpotens¡ mengakibatkan isi perjanjian yang

mempengaruhi hak masyarakat untuk memperoleh akses atas

produk paten, hal ini terjadi karena kriteria isi perjanjian yang

merugikan masyarakat dan bagaimana peran pemerintah untuk

menanggulangi hal tersebut tidak jelas/ tidak diatur.

Pasal 99 berpotensi mengakibatkan tidak adanya produk

yang dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah meski

masyarakat amat membutuhkan. Hal ini potensial terjadi, bila

pemerintah tidak membuat kebijakan yang dibutuhkan.

Pasal 111 mengatur mengenai kewajiban pemerintah dalam

menyediakan informasi mengenai paten dan PP No 31/1 991

mengatur hal yang perlu ada pada spesifikas¡ paten (dokumen

paten). Secara normatif kedua peraturan perundang-undangan

cukup memenuhi aspek kepentingan masyarakat, namun isi

peraturan tersebut menjadi tidak berguna bila pemerintah tidak

melaksanakan dengan baik perintah. Dengan kata lain, jika

perintah yang ada pada peraturan tersebut tidak dilaksanakan'
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aspek kepentingan masyarakat bisa terabaikan sehingga

masyarakat kurang dapat menikmati hasil teknologi yang sudah

ada untuk perkembangan teknologi baik secara ekonomis

maupun bagi perkembangan teknologi pada umumnya.

Di samping pasal-pasal tersebut di atas, terdapat beberapa

prinsip dan aturan pada Persetujuan TRIPs yang juga menjadi

substansi pada UU Paten 2001, di antaranya adalah mengenai

asas nat¡onal treatment, prinsip bahwa semua teknologi dapat

diberi paten, dan prinsip bahwa teknologi itu dapat dilakukan

dengan pelaksanaan atau impor, yang bila diterapkan secara

ketat justru akan menimbulkan ketidak-adilan. Hal ini tidak

berarti bahwa prinsip tersebut pada masa sekarang perlu

ditinggalkan, namun tetap perlu ada kehati-hatian supaya tidak

diterapkan secara mutlak, karena justru dapat menimbulkan

ketidak-adilan. Prinsip-prinsip tersebut potensial bermasalah

atau justru memperlihatkan indikasi bahwa isi TRIPs memang

lebih condong memperhatikan kepentingan pemegang paten

sehingga penerapan nya pada masyarakat lndonesia aiau pada

masyarakat dunia berkembang justru akan menyebabkan

ketidak adilan.

Asas fungsi sosial pada paten yang mengandung nilai etis

berupa keadilan antara hak individu dengan hak masyarakat,

dapat dÌmanfaatkan bagi penerapan dan pengembangan
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hukum paten di lndonesia bahkan dalam pembuatan kebijakan

untuk mewujudkan sistem hukum paten yang lebih adil dalam

dunia internasional.

Pemanfaatan asas fungsi sosial pada paten di dalam

penerapan pasal-pasal UU Paten 2001, menempatkan asas

hukum sebagai pedoman supaya penerapan pasal pasal

tersebut lebih adil sehingga tidak terjadi pemberian paten atas

objek yang tidak dipatenkan (mencegah penguasaan individu

atas objek yang semestinya dalam kontrol/penguasaan

masyarakat), pelaksanaan paten tídak menyalahi hak

masyarakat, dan informasi paten diungkapkan dengan jelas

(dengan standar dapat dilaksanakan oleh orang yang ahli di

bidangnya), sehingga berguna bagi masyarakat.

lmplementasi penggunaan asas fungsi sosial pada paten pada

penerapan UU Paten 2001 antara lain pada pembuatan

keputusan pemberian paten kepada pemohon paten

(mengeluarkan sertifikat paten) dan pembuatan berbagai

peraturan pelaksanaan atas UU Paten 2001.

Pemanfaatan asas fungsi sosial pada paten bagi

pengembangan hukum paten lndonesia bertujuan supaya

dengan berlandaskan asas tersebut, pengembangan hukum

paten di satu sìsi perlu dìberi slfat "modern" sehingga sesuai

dengan peraturan dan kebiasaan yang berlaku secaTa

internasionaf, namun bagaimanapun peraturan perundang-
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2. Saran

undangan dibuat untuk manusia dan bukan sebaliknya,

sehingga keberadaan peraturan perundang-undangan terutama

ditujukan bagi keadilan dan kebahagiaan seluruh manusia.

lmplementasi dari pemanfaatan asas fungsi sosial pada

paten bagi pengembangan hukum paten antara lain dapat

dilakukan ketika melakukan telaah secara mendalam prinsip-

prinsip/asas-asas, melakukan revisi dan membuat pemahaman

baru atas peraturan paten yang berlaku saat ini.

Hasil kajian pada penelitian ini memperlihatkan bagaimana

substansi fungsi sosial yang perlu ada pada sistem

perlindungan paten, atau setidaknya penelitian ini

memperlihatkan bahwa nilai keadilan diperoleh tidak hanya

dengan membaca perumusan perundang-undangan yang telah

ada dan menerapkan pada kasus kongkrit (cara berpikir

legalistlk). Keadilan terdapat pada asas hukum yang

tersembunyi dibalik perumusan undang-undang atau bahkan

pada tata nilai di luar hukum positif,

Oleh karena itu disarankan agar pemerintah, hakim dan

para pencari keadilan dapat memperhatikan dan menggunakan

rumusan asas fungsi soslal pada paten sebagai acuan dalam

menerapkan isi pasal UU Paten 2001, atau dalam

mengembangkan sistem hukum paten di lndonesia, sehingga
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penerapan dan pengembangan hukum yang dihasilkan adil

baik bagi pemegang paten maupun bagi masyarakat pada

umumnya.

Setidaknya jika penggunaan rumusan asas fungsi sosial

pada paten dianggap kurang tepat, disarankan agar

pemerintah, hakim dan pencari keadilan senantiasa berpikir

secara mendalam hingga hakikat atau asas hukum dari sistem

hukum paten/HKl ketika meneraokan UU Paten 2001 atau

membuat kebijakan baru bagi pengembangan hukum paten di

lndonesia, dan tidak hanya bersikap legalistik atau sekedar

menggunakan TRIPs sebagai pedoman tunggal.

Perlu diperhatikan bahwa melakukan penerapan atau

membuat hukum dengan mengacu pada asas hukum akan

mendekatkan kebijakan atau penerapan peraturan pada

keadilan.

2. Peraturan Paten lndonesia tidak lepas dari sistem peraturan

paten yang berlaku secara internasional. Persetujuan TRIPs

sebagai standar minimal peraturan HKI termasuk paten

memberikan perlindungan yang lebih memperhatikan

kepentingan pemegang paten, sehingga potensial bermasalah

bagi kepentingan masyarakat.

Oleh karena itu disarankan agar para akademisi, legislator

dan pelaksana peraturan memiliki pandangan kritis mengenai

dampak implernentasi Persetujuan TRIPs bagi l<epentingan



BAI] VI KËSIM)ULAN DAN S,ARAN 320

masyarakat lndonesia. Disarankan pula agar lndonesia aktif

menggalang persatuan dengan sesama negara berkembang

untuk kritis terhadap dampak dari Persetujuan TRIPs sehingga

dapat bersama-sama melakukan revisi dan amandemen

terhadap isi peraturan dan prinsip-prinsip dasar yang

bermasalah bagí kepentingan masyarakai dan keadilan.

3. Sistem hukum HKI tidak lahir dari budaya bangsa lndonesia, di

sisi lain dengan kemajuan perdagangan dan teknologi,

menyebabkan kehadiran sistem hukum ini semakin diperlukan.

Untuk membentuk sistem hukum HKI dan peraturan bidang

HKI yang sesuai dan adil bagi bangsa lndonesia, disarankan

supaya dilakukan banyak penelitian dan pengkajian kritis dan

mendalam pada bidang paten/HKl. Pengkajian yang kritis dan

mendalam antara lain dapat memperlihatkan akar persoalan,

akar ketidak-adilan, tata nilai yang perlu ada pada sistem

hukum HKl, hingga model peraturan yang diharapkan.

4. Peraturan perundang-undangan Paten dan bidang HKI lainnya

tidak lahir dari kesadaran hukum bangsa lndonesia. Sistem

hukum ini berasal dari pengalaman dan kesadaran hukum

bangsa Eropa. Hal ini mengakibatkan prinsip-prinsip yang

melandasi sistem hukum paten/HKl hingga kesadaran hukum

bangsa lndonesia mengenai perlunya perlindungan hukum

kepada individu dan aspek kepentingan masyarakat seperti apa

yang perlu ada dalam membatasi hak individu belum
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terinternalisasi padahal bidang hukum ini tidak mungkin

dihindari pada masa globalisasi sekarang ini.

Oleh karena itu disarankan supaya pengenalan mengenai

sistem hukum dan peraturan paten/HKl terus dilakukan oleh

pemerintah (sudah lebih dari 10 tahun pemerintah aktif

melakukan introduksi isi peraturan-peraturan bidang HKI di

seluruh lndonesia). Sekalipun demikian, hendaknya introduksi

tidak sekedar pengenalan ("sosialisasi") atas isi peraturan

perundang-undangan saja. Disarankan agar bentuk introduksi

tersebut lebih dominan pada justifikasi dan urgensi keberadaan

peraturan ini, oleh karena hal tersebut lebih membangun

penalaran dan kesadaran atas pentingnya keberadaan sistem

hukum HKI di lndonesia.
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